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ABSTRAK 

 

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang di bentuk melalui 

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan 

kemasyarakatan yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Namun 

kenyataannya di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat  belum berjalan sebagaimana mestinya 

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam  Peraturan Bupati Tulang Bawang 

Barat Nomor 21 tahun 2017 huruf b dan d, yaitu Pemeliharaan 

keamanan,ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, Pergerak swadaya 

gotong royong dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan 

masalah yaitu sebagai berikut: bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah 

terhadap implementasi pasal 5 tentang tugas dan fungsi RT berdasarkan 

peraturan bupati tulang bawang barat nomor 21 tahun 2017 tentang pedoman 

pembentukan RT (studi di desa panaragan, kecamatan tulang bawang tengah, 

kabupaten tulang bawang barat. penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis yaitu, gambaran 

atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat. 

Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari hasil 

wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-

Qur’an, Hadist, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen, 

serta karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan 

selanjutnya di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang 

bersifat deskriptif analisis pendekatan induktif.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kemudian penulis 

melakukan analisis data sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian adalah 

sebagai berikut: Ketua RT sudah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 

Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga 

(RT) (Studi di Desa Panaragan Tentang Peran dan Fungsi Ketua Rukun 

Tetangga itu sendiri didalam penerapannya dilapangan tetapi masih ada 

Ketua Rukun Tetangga dan RT yang belum melaksanakan peran dan 

fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Ketua RT yang kurang 

berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, dan Ketua 

RT hanya menjalankan tugasnya yang telah menjadi kebiasan Ketua RT yang 

telah menjabat sebelumnya.  Sebagimana menurut kepemimpinan islam 

bahwasannya seorang pemimpin harus mempunyai sifat amanah yaitu jujur 

dan dapat dipercaya dan dari hasil penelitian tentang Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan 

Rukun Tetangga (RT) (Studi di Desa Panaragan, dalam pandangan fiqh 

siyasah khususnya siyasah tanfidziyah, diketahui bahwa 71 peran dan fungsi 

kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Desa Panaragan, Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya 

menjalankan amanah dalam kepemimpinannya. 

 

Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Rukun Tetangga, Tugas dan Fungsi 
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MOTTO 

 

 

 

                   

                       

                

 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil berlaku adillah, 

Karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui  

apa yang kamu kerjakan. 

 

(Q.S Al-Maidah Ayat 8) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam 

memahami skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara 

singkat terkait dengan maksud judul skripsi ini adalah ―Tinjauan 

Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang  

Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa 

Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat)―. Untuk itu penulis perlu menjelaskan judul skripsi 

ini agar terhindar dari kesalahan dalam menafsirkan serta untuk 

mengarahkan penulis ini agar sesuai dengan tujuan penulisan 

tersebut. Berikut ini akan dijelaskan istilah yang terkandung di 

dalam judul skripsi ini, yaitu : 

1. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

Tinjuan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 

kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian 

data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 

memecahkan suatu persoalan. Sedangkan Fiqh Siyasah 

merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan 

pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 

bernegara demi mencapai kemaslahatn bagi manusia itu 

sendiri.
1
 Tanfidziyah mempunyai arti pelaksana. Menurut Al-

Maududi, Tanfidziyah merupakan lembaga eksekutif dalam 

Islam. Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih 

luas, Tanfidziyah berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, 

dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam Siyasah Tanfidziyah 

disebut Khalifah atau Amir. 

 

 

                                                           
1 Muhammad Iqbal, FiqhSiyasah-KontekstualisasiDoktrinPolitik Islam, 

(Jakarta: Pranadamedia Group, 2014).h.4 
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2. Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) 

RT adalah unit terkecil dalam struktur organisasi 

pemerintahan tingkat kelurahan atau desa di Indonesia. RT 

bertanggung jawab atas sekelompok warga yang tinggal dalam 

lingkungan yang sama atau sekitar beberapa jalan atau gang.  

 

3. Implementasi Pasal 5 Tentang  Tugas Dan Fungsi Rukun 

Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) 

Implementasi Implementasi Pasal 5 Tentang  Tugas 

Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati 

Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) mengacu pada proses 

penerapan dan pelaksanaan kebijakan atau peraturan yang 

dikeluarkan oleh Bupati, yaitu kepala daerah di tingkat 

kabupaten di Indonesia yaitu Kecamatan Tulang Bawang 

Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat  RT yang dimaksud 

dalam tulisan ini adalah Rukun Tetangga. 

Berdasarkan penegasan judul maka dapat dipahami 

bahwa sesuai dengan judul skripsi ini ―Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang  Tugas 

Dan Fungsi Rukun Tetangga (Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati 

Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat) ―.  

 

B. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum 

(rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat) 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
2
 Negara Republik Indonesia 

sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam 

                                                           
2 Efa Rodiah Nur et al., ―Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam‖ 2, 

no. 2 (2016): 115–22. 
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penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan 

dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah.
3
  

Kekuasaan eksekutif (al-Sultah al-Tanfidziyyah) terdapat 

beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, 

khilafah/khalifah, imarah/amir, dan wizarah/wazir. Berdasarkan 

al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk 

mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati 

Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.
4
 

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa menyebutkan bahwa RT 

bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan 

pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data 

kependudukan dan perizinan dan Melaksanakan tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Desa. 

Pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan Rukun warga dalam 

Pasal dan yang telah disebutkan diatas seringkali mengalami 

kendala atau hambatan, diantaranya informasi pasal 5 tersebut 

tidak sampai kepada Ketua RT,  komunikasi yang tidak baik antara 

Ketua RT dengan Kepala Desa, dukungan dari pemerintah daerah 

akan kepemimpinan Ketua RT masih kurang dimana Ketua RT 

kurang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan penting di kelurahan. 

Mewujudkan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan 

pemantapan penyelenggaraan pemerintah seiring dengan semangat 

otonomi daerah diperlukan seorang pemimpin. Istilah pemimpin 

dalam Al-Qur‟an adalah, antara lain, Ulil Amri.
5
 Sebagaimana 

sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa‟ ayat 59 sebagai 

berikut: 

                                                           
3 Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT Gramedia, 2010)..1 
4 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 43. 
5 Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Fiqh Siyasah: Doktrin Dan 

Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008).h.105 



4 

 

                          

                              

                      

 “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-Nisaa: 

(4):59 ).‖ 

 

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting 

ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, 

dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki 

wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau 

tugas.
6
 Pemimpin memiliki kedudukan sebagai pemegang 

kekuasaan serta harus mampu memimpin bawahannya 

sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya, sebab 

kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang 

gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan 

tanggung jawab melayani rakyat. 

RT adalah merupakan suatu unsur terkecil dalam 

pemerintahan di Republik Indonesia. Seorang RT mempunyai 

peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab RT adalah orang 

yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat 

langsung kondisi riil di masyarakat, tidak seperti lurah atau camat 

atau penyelenggara (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi 

yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan 

masyarakat (termasuk Ketua Rukun Tetangga). Berdasarkan Pasal 

5 Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 

                                                           
6 Sayuti Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 66. 
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menjelaskan bahwa tugas dari RT yaitu memelihara kerukunan 

hidup warga, membantu menjalankan tugas pelayanan kepada 

masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan 

dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, RT mempunyai fungsi yaitu 

sebagai pengkoordinasi antar warga, jembatan aspirasi antar 

sesama masyarakat dengan pemerintah daerah, menjadi penengah 

penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi 

warga maka, segala macam peraturan yang terdapat dalam 

kehidupan masyarakat khususnya warga yang menjadi anggota RT 

harus ditaati dan dipatuhi. 

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Pasal 5 

Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT Dalam 

Menjalankan Tugas Dan Fungsi. RT mempunyai tugas membantu 

pemerintah tiyuh dan kelurahan dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintah.
7
 Berdasarkan Pedoman Pembentukan RT Dalam 

Menjalankan Tugas Dan Fungsi dalam Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Pasal 5 Nomor 21 Tahun 2017 di atas dapat dilihat 

bahwa tugas dan fungsi RT sangatlah penting dalam mendukung 

terlaksananya program-program pemerintahan karena RT 

merupakan membantu Kepala Desa dalam pembangunan desa.  

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 21 Tahun 

2017 terkait tugas dan fungsi RT merupakan pembaharuan dari 

peraturan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 21 tahun 2017 huruf b 

dan d, yaitu Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan 

hidup antar warga, penggerak swadaya gotong royong dan ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Menjelaskan bahwa di 

kabupaten tulang bawang barat, lembaga kemasyarakatan dan 

lembaga adat terdiri diantaranya Rukun Tetangga, yang artinya 

Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahannya dibantu oleh 

Ketua Rukun Tetangga. RT memiliki tugas melakukan pendataan 

kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, 

pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar 

                                                           
7 peraturan Bupati Tulang Bawang Barat And Nomor 21 Tahun 2017, 

―Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga‖, Suparyanto dan Rosad (2015, Vol. 5 No. 

3 (2020), p. 248–253,. 
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warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan 

dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, 

dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat 

di wilayahnya. 

Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang 

memiliki tanggung jawab besar terhadap kepengurusan RT dan 

Rukun Warga dalam menjaga ketentraman dan kerukunan warga, 

selain itu  RT juga menjadi mitra Pemerintah Desa untuk 

mendorong peran warganya dalam meningkatkan kswadayaan 

pembangunan desanya. Ketua RT maupun pengurus yang lain 

tentu tak mendapatkan gaji ataupun honor dari pekerjaannya, 

hanya intensif sebagai operasional diberikan oleh desa kepada 

mereka, itupun diterimakan 3 bulan sekali 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyaraka, hak asal usul dan atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

NKRI. Salah satu Aparatur Desa yang mempunyai peran penting 

yaitu RT yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui 

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Desa atau Lurah. Namun kenyataannya di Desa 

Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat  dalam menjalankan tugas dan fungsi Ketua RT 

masih ada yang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai 

dengan pasal yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan dalam  

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Pasal 5 Nomor 21 tahun 

2017 huruf b dan d, yaitu Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan 

kerukunan hidup antar warga, penggerak swadaya gotong royong 

dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.  Berdasarkan 

hal itulah, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan Judul ―Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap 

Implementasi Pasal 5 Tentang  Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga 

(Rt) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 

21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga 
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(RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang 

Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)  ―. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian  

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus 

penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang  Tugas Dan Fungsi 

Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat). 

2. Sub Fokus Penelitian  

Dari Fokus yang telah ditentukan, maka sub fokus 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Tugas dan fungsi RT berdasarkan Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa 

Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat). 

b. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi 

Pasal 5 Tentang  Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 

21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun 

Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat). 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan fokus dan sub fokus yang telah diuraikan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Tugas dan fungsi RT berdasarkan Pasal 5 Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa 

Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat) ? 
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2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap 

Implementasi Pasal 5 Tentang  Tugas Dan Fungsi Rukun 

Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang 

Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan 

Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah  

1. Untuk menganalisis Tugas dan fungsi RT berdasarkan Pasal 5 

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi 

Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat). 

2. Untuk menganalisis Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang  Tugas Dan Fungsi 

Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat). 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat 

bagi semua pihak yang terkait utamanya pihak – pihak berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini berguna 

sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan,dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan 

diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari‘ah, maupun 

masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya berkaitan dengan hukum Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(S.H) pada Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri 

(UIN) Raden Intan Lampung. 
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b. Dapat menerapkan ilmu yang telah diterapkan selama kuliah 

dan menambah pengalaman dalam  mengajar khususnya 

dalam bidang hukum tata negara. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna 

untuk memperkuat dalam penelitian ini adalah : 

1. Skripsi oleh Veren Ajeng Kristina dengan judul “Analisis Fiqh 

Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Permendagri No 

18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Tugas 

dan fungsi Kepemimpinan RT dan Rukun Warga (RT) Studi di 

Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar)‖. Hasil penelitian 

Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 

terkait tugas dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW sudah 

terlaksana dengan baik tetapi masih ada beberapa Ketua RT 

yang belum mengetahui isi Permendagri No 18 Tahun 2018. Isi 

peraturan, informasi, dukungan, pembagian tugas yang tertuang 

di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 belum menjelaskan 

secara terperinci. tugas dan fungsi Ketua RT masih ada yang 

belum menjalankan tugasnya dengan baik, karena masih ada 

Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa 

dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan 

tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT 

sebelumnya. Selain itu dari hasil penelitian juga ditemui adanya 

Ketua RT yang menyalahi fungsinya sebagai Ketua RT 

melakukan penyelewengan terhadap pajak bumi bangunan 

warga. Pelaksanaan tugas Ketua RT, adanya ketua RT yang 

menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan 

dalam fiqih siyasah yang mencerminkan kepemimpinan yang 

tidak baik.
8
 

Persamaan dan perbedaan penelitian Veren Ajeng 

Kristina dan penulis yang masing-masing mengkaji Analisis 

Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Pasal 7 Ayat 1 

Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga 

                                                           
8 Veren Ajeng Kristina, ―Kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga Dan 

Rukun Warga (RT/RW) Studi Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar)‖, 

Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. 
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Kemasyarakatan Desa (dengan fokus pada Tugas dan fungsi 

Kepemimpinan RT dan Rukun Warga (RW) di Desa Adi Jaya, 

Kecamatan Terbanggi Besar) dan Tinjauan Fiqh Siyasah 

terhadap Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) berdasarkan 

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No. 21 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (studi di 

Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat) memiliki persamaan dalam 

penggunaan pendekatan Analisis Fiqh Siyasah serta dalam 

fokus mereka pada implementasi hukum lokal di tingkat desa. 

Namun, perbedaan mendasar terdapat pada lokasi penelitian, di 

mana penelitian pertama dilakukan di Desa Adi Jaya dan 

penelitian kedua di Desa Panaragan, yang memiliki peraturan 

dan konteks sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian pertama 

lebih berfokus pada implementasi Permendagri No 18 Tahun 

2018 yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa termasuk 

RT dan RW, sementara penelitian kedua lebih terkait dengan 

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat No. 21 Tahun 2017 

yang mengatur pembentukan Rukun Tetangga (RT). Perbedaan 

lain mencakup sumber otoritas hukum dan yurisdiksi, dengan 

penelitian pertama berhubungan dengan peraturan nasional, 

sementara penelitian kedua berkaitan dengan peraturan tingkat 

kabupaten. Konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat di 

dua desa tersebut juga memengaruhi bagaimana hukum lokal 

diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat dan pemimpin desa, menciptakan variasi 

yang perlu diperhitungkan dalam analisis Fiqh Siyasah. 

2. Skripsi oleh Abdul Ajis, dengan judul “Peran Kepemimpinan 

RT Berdasarkan Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 

Dalam Perspektif Fiqih Siyasah‖ (Studi Kasus Desa Kuala 

Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir) ―. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bahwa Rukun Tetanga (RT) di 

Desa Kuala selat sudah melaksanakan peran tugas dan tanggung 

jawabnya,hanya saja belum terlaksana secara maksimal 

berdasarkan ketentuan dalam PERDA INHIL No.17 Tahun 

2008. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberap faktor yang 

menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya salah satunya 
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yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah, 

sehingga menghambat kinerja RT, dan Dari permasalahan 

tersebut apabila di tinjau dalam fiqih Siyasah persoalan ini 

termasuk dalam bidang siyasah Dusturiyah (Politik pelaksanaan 

Perundang-undangan) yang dalam hal ini RT di Desa Kuala 

Selat belum dapat melaksanakan peran nya sebagaimana 

ketentuan PERDA INHIL No.17 Tahun 2008.
9
 

Persamaan dan perbedaan penelitian Abdul Ajis dengan 

penulis, Peran Kepemimpinan RT Berdasarkan Perda Indragiri 

Hilir No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi 

Kasus Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten 

Indragiri Hilir)" dan "Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 

Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun 

Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)," memiliki 

fokus serupa dalam menganalisis peran kepemimpinan di 

tingkat lokal. Kedua penelitian mengadopsi perspektif Fiqih 

Siyasah, yang merupakan pendekatan hukum Islam terhadap 

peraturan dan implementasinya dalam konteks masyarakat 

setempat. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam kedua 

penelitian tersebut. Pertama, perbedaan lokasi penelitian, 

dengan penelitian pertama dilakukan di Desa Kuala Selat, 

Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian kedua berfokus 

pada Desa Panaragan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Perbedaan ini mencerminkan peraturan dan konteks sosial yang 

berbeda. Kedua, peraturan yang diatur, dengan penelitian 

pertama menganalisis Perda Indragiri Hilir No. 17 Tahun 2008 

yang mengatur peran kepemimpinan di tingkat RT, sementara 

penelitian kedua lebih terkait dengan Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat No. 21 Tahun 2017 yang mengatur pembentukan 

Rukun Tetangga (RT). Ketiga, sumber otoritas dan yurisdiksi, 

dengan penelitian pertama menyoroti peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, sementara penelitian 

                                                           
9 Abdul Ajis, ―Peran Kepemimpinan RT Berdasarkan Perda Indragiri Hilir 

No. 17 Tahun 2008 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah‖ (Studi Kasus Desa Kuala Selat, 

Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir)‖, Skripsi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. 
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kedua berkaitan dengan peraturan tingkat kabupaten. Keempat, 

konteks sosial, budaya, dan agama masyarakat di kedua desa 

yang berbeda juga memengaruhi implementasi dan interpretasi 

peraturan serta peran kepemimpinan lokal dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, perbandingan antara kedua penelitian tersebut 

menjadi penting untuk memahami bagaimana peran 

kepemimpinan lokal dalam konteks yang berbeda 

diinterpretasikan dalam perspektif Fiqih Siyasah. 

3. Jurnal oleh Muhammad Fatihul Khoiri dengan judul ―Tinjauan 

Fiqih Siyâsah dan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 

Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan 

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo‖. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Masa jabatan Ketua RT di Desa Ketegan 

Kabupaten Sidoarjo adalah lebih dari 2 periode lebih tepatnya 3 

periode yang dimulai pada tahun 2009 sampai saat ini, 

dikarenakan dalam pemilihan pada masa jabatan yang ke tiga 

tidak ada warga yang mencalonkan dan menganggap bahwa 

yang bersangkutan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, 

salah satu alasan kenapa sampai terjadi kepemimpinan 3 

periode karena masyarakat tidak mengetahui adanya 

Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam analisis 

kasus masa jabatan 3 periode yang terjadi di Desa Ketegan 

Kabupaten Sidoarjo memakai Permendagri No. 18 Tahun 2018 

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 

Desa dan Fiqih Siyâsah, setidaknya ada 2 aspek yaitu syarat 

mencalonkan dan masa jabatan, dalam syarat mencalonkan 

tidak terdapat masalah akan tetapi pada masa jabatan menurut 

Permendagri No. 18 Tahun 2018 pasal 8 ayat 3 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa 

dibatasi 2 periode dimana dalam 1 periode 5 tahun, menurut 

Fiqih Siyâsah tidak masalah selagi ulil amri masih di percaya 

dan dicintai rakyatnya.
10

 

                                                           
10 Muhammad Fatihul Khairi, ―Tinjauan Fiqih Siyâsah Dan Permendagri 

No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat 
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Persamaan dan perbedaan penelitian Muhammad 

Fatihul Khoiri dan penulis ,masing-masing mengkaji peran 

Kepemimpinan RT dan pembentukan Rukun Tetangga (RT) 

dari perspektif Fiqh Siyasah, menunjukkan beberapa persamaan 

dan perbedaan yang relevan. Persamaan terletak pada 

penggunaan pendekatan Analisis Fiqh Siyasah dan penekanan 

pada partisipasi masyarakat dalam urusan desa. Namun, 

perbedaan signifikan ada pada topik penelitian, di mana satu 

penelitian fokus pada Masa Jabatan Ketua RT di Desa Ketegan 

dan menggunakan Permendagri No. 18 Tahun 2018 sebagai 

dasar hukum, sementara yang lainnya memfokuskan pada 

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa 

Panaragan dengan rujukan pada Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017. Perbedaan dalam 

peraturan yang diatur, lokasi penelitian, objek penelitian, 

yurisdiksi pemerintahan, dan konteks sosial menciptakan 

kerangka kerja yang berbeda untuk menganalisis peran dan 

implementasi hukum lokal dalam kedua penelitian tersebut. 

Sehingga, perbandingan antara keduanya menjadi penting untuk 

memahami bagaimana hukum dan peran masyarakat lokal dapat 

berbeda dalam konteks yang beragam. 

4. Jurnal Ari Kurniawan yang berjudul “Efektivitas Permendagri 

Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan 

Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan RT Di Desa 

Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)‖. Hasil 

penelitian ini adalah masih ada Ketua RT yang belum 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat adanya 

oknum Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala 

Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya 

menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan Ketua 

RT sebelumnya. Bahkan terdapat penyimpangan yang 

menimbulkan kerugian bagi warganya. Alasan nya adalah 

karakter RT tersebut memang tidak memiliki kepribadian 

                                                                                                                             
Desa Terhadap Masa Jabatan Ketua RT Di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin 

Kabupaten Sidoarjo,‖ no. 18 (2021): 6. 
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kepemimpinan yang baik. Tidak seperti RT-RT lain di Desa 

Bawang yang dapat melaksanakan permendagri tersebut. 

Oknum tersebut berdalih bahwa pemerintah belum 

mensosialisasikan peraturan tersebut. Oleh karena itu, 

permasalahan ini harus menjadi evaluasi kebijakan selanjutnya. 

Semua ini dilakukan agar terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat. Solusinya adalah dengan mengadakan studi 

banding, kunjungan kerja, seminar dan pendekatan secara 

langsung oleh kepala desa.
11

 

Persamaan dan perbedaan penelitian Ari Kurniawan 

dengan penulis Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 

Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat 

Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi 

Tentang Peranan RT Di Desa Bawang Kecamatan Pakis 

Kabupaten Magelang) dan "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa 

Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat)," memiliki persamaan dalam 

penggunaan pendekatan Analisis Fiqh Siyasah dan penekanan 

pada partisipasi masyarakat dalam urusan desa dan komunitas. 

Namun, perbedaan mendasar terdapat pada topik penelitian, 

lokasi penelitian, peraturan yang diatur, objek penelitian, 

yurisdiksi pemerintahan, dan tujuan pembangunan yang 

berbeda.  

5. Skripsi Imam Agung Putra yang berjudul Fungsi RT Dalam 

Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di 

Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan 

Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). Hasil 

penelitian Lingkungan Gunung Sakti Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan Fungsi RT Di Lingkungan Gunung Sakti telah 

                                                           
11 Ari Kurniawan, ―Efektivitas Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat (Studi Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang 

Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang),‖ 2020. 
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sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang 

Nomor 16 Tahun 2012 mengenai Fungsi RT Dalam 

Pembangunan Desa, RT sudah berperan dalam memelihara 

kerukunan hidup masyarakat dengan mengadakan musyawarah 

dalam pemecahan masalah yang ada di Lingkungan Gunung 

Sakti, mengkoordinasikan warga dalam segala kegiatan, serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek, baik 

dari segi pembangunan secara swadaya, serta pelayanan 

terhadap masyarakat dalam segala aspek dan lain-lainnya 

dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari RT . Pandangan 

Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Fungsi RT dalam 

pembangunan di Lingkungan Gunung Sakti Kecamatan 

Menggala Kabupaten Tulang Bawang sudah sepenuhnya 

dijalankan dengan baik dan sesuai dengan yang telah di 

tentukan dalam syariat islam yakni mengatur hubungan antar 

sesama warga bertanggung jawab, amanah dan juga adil dalam 

menjalankan tugasnya agar masyarakat Lingkungan Gunung 

sakti lebih baik dan sejahtera.
12

  

Persamaan dan perbedaan penelitian Imam Agung Putra 

dengan penulis Fungsi RT Dalam Pembangunan Desa 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Lingkungan Gunung 

Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala 

Kabupaten Tulang Bawang)" dan "Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan 

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi 

Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah 

Kabupaten Tulang Bawang Barat)," memiliki persamaan dalam 

penggunaan pendekatan Analisis Fiqh Siyasah dan penekanan 

pada partisipasi masyarakat dalam urusan desa dan komunitas. 

Namun, perbedaan mendasar terdapat pada topik penelitian, 

lokasi penelitian, peraturan yang diatur, objek penelitian, 

yurisdiksi pemerintahan, dan tujuan pembangunan yang 

                                                           
12 Imam Agung Putra, ―Fungsi Rukun Tetangga Dalam Pembangunan Desa 

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan 

Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang) Skripsi 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung‖, 2022. 
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berbeda. Penelitian pertama memfokuskan pada fungsi RT 

dalam pembangunan desa di Kelurahan Menggala Selatan, 

sementara penelitian kedua lebih terkait dengan peran Rukun 

Tetangga (RT) dalam pembangunan komunitas di Desa 

Panaragan. Perbedaan konteks sosial, budaya, dan geografis 

yang muncul dari lokasi penelitian yang berbeda juga 

memengaruhi implementasi hukum dan peran masyarakat 

dalam kedua penelitian tersebut. Sehingga, perbandingan antara 

keduanya penting untuk memahami bagaimana hukum lokal 

dan peran masyarakat berbeda dalam berbagai konteks. Dengan 

demikian perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti 

ialah dari objek penelitian, subjek penelitian dan tempat 

penelitian.  

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Oleh karen itu penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu penelitian 

dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta 

interaksinya dengan lingkungan. Artinya peneliti terjun 

langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang konkret 

mengenai Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi 

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Pembentukan RT. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis. Deskriptif 

analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang 

bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, 

serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada di dalam 

fenomena tertentu.
13

 Dengan pendekatan kualitatif dan data 

yang diperoleh langsung dari penelitian yang berkaitan dengan 

                                                           
13 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1985), 29. 
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Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pembentukan RT. 

3. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.
14

 

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok 

manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama 

dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target 

kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.  Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Rukun 

Tetangga Desa Wilayah Desa Panaragan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah agar peneliti mendapatkan data dan informasi 

yang valid yang berjumlah 1.715 KK. 

4. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, 

jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.
15

 

Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut 

informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai 

objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari 

populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai 

adalah Purposive Sampling adalah pengambilan sampel 

berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan 

mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang 

ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Adapun 

yang akan menjadi informan adalah 1 orang Kepala Desa, 10 

orang RT dan 20 orang masyarakat. Maka dalam hal penentuan 

informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa RT dan 

warga masyarakat di Desa Panaragan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah, dimana pemilihan tersebut dilakukan secara 

sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan 

ditetapkan. 

 

 

                                                           
14 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 87. 
15 Ibid., 88. 
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5. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek 

yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang 

hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil interview dengan informan  masyarakat 

dan beberapa informan yaitu Kepala Desa, Rukun Tetangga 

(RT), dan masyarakat di Desa Panaragan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah.sampelnya yaitu masyarakat dan 

informannya adalah kades dan RT.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak 

berkaitan langsung dengan sumber asli. Data sekunder 

dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. 

Pada data ini peneliti berusaha mencari sumber lain yang 

berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari 

ruangan pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan 

hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-

undang, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. Penulis 

akan mengumpulkan literatur serta dokumen resmi yang 

berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian secara 

umum, dan AlQur‘an serta undang-undang yang berkaitan. 

6. Prosedur Pengumpulan Data  

Jhon W Creswell menjelaskan bahwa langkah-langkah 

pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, 

megumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara 

(dapat menggunakan wawancara terstruktur ataupun tidak), 

dokumentasi, materi visual, dan menyusun strategi untuk 

mencatat informasi atau merekam. Prosedur pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif melibatkan beberapa strategi yaitu:
16

 

a. Wawancara  

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara tulis 

                                                           
16 Ibid,. 
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maupun lisan kepada responden.
17

 Teknik yang dilakukan 

peneliti dalam melakukan wawancara adalah berstruktur, 

artinya pertanyaan yang disampaikan terpaku dalam 

pedoman wawancara karena sesuai dengan situasi dan 

kondisi di lapangan. Adapun yang diwawancarai atau 

dimintakan data atau sumber adalah RT di Desa Panaragan 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan  Kepala Desa, 

Ketua RT, dan masyarakat Desa Wilayah Desa Panaragan 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah agar peneliti 

mendapatkan data dan informasi yang valid. 

b. Dokumentasi 

Teknik pengambilan data dari sumber tertulis oleh 

peneliti dalam rangka untuk memperoleh yang mendukung 

untuk dianalisis. Pengumpulan data melalui teknik analis 

dokumen ini dilakukan dengan membaca, mencatat, dan 

mengumpulkan data dari sumber data tertulis. Selanjutnya 

sumber tertulis itu dilakukan pembacaan dengan seksama 

lalu dipilih tuturan yang relevan sebagai data yang dianalisis. 

Data yang telah dikumpulkan lalu dicocokan sesuai dengan 

rumusan masalah untuk dianalisis. Teknik pengumpulan data 

merupakan suatu hal yang penting di dalam penelitian, 

dikarenakan teknik ini adalah strategi yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penelitian. Dokumen yang dapat digunakan berupa buku 

harian, surat pribadi, laporan, catatan kasus dalam pekerjaan 

sosial dan dokumen lainnya. Untuk memudahkan 

pengambilan data di lapangan, peneliti menggunakan teknik 

penumpulan data sebagai berikut :  

7. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif, menurut Suharsimi Arikunto analisa kualitatif 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan diangkat 

sekedar untuk mempermudah dua penggabungan dua variable 

                                                           
17 Sudibyo Supardi Surahman, Mochamad Rahmat, Metodelogi Penelitian 

(jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan, 2016). 
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yang selanjutnya dikualifikasi kembali. Setelah data tersebut 

diolah kemudian dapat dianalisis dengan menggunakan cara 

berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa yang konkrit kemudian dapat ditarik kesimpulan yang 

bersifat umum ke khusus.
18

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka 

penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga 

menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. 

Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulis sebagai 

berikut : 

BAB I. Pendahuluan  

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian, metode penelitian, 

sistematika pembahasan.  

BAB II. Landasan  

Teori Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau 

buku-buku yang berisi teori besar (grand theory) dan teori-teori 

yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori 

baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang 

digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori 

baru yang dikemukakan oleh peneliti.  

BAB III. Gambaran Umum Penelitian  

Bab ini berisi : (1) Gambaran umum objek seperti sejarah 

berdirinya Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 

struktur organisasi pemerintahan desa, dan kependudukan. 

BAB IV. Analisis Data  

Bab ini tentang hasil penelitian mengenai (1) Tugas dan 

fungsi RT berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 

Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun 

Tetangga (RT) (Studi Di Desa Panaragan Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat) (2) Tinjauan 

                                                           
18

 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar (Jakarta: PT. Indeks, 

2012), 45. 
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Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 5 Tentang  

Tugas Dan Fungsi Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) (Studi Di Desa 

Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat). Kemudian hasil penelitian dianlisis oleh peneliti.  

BAB V. Penutup Bab 

Terakhir berisi kesimpulan, dan rekomendasi. Kesimpulan 

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan peneliti yang ada 

hubungan dengan masalah penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil Penelitian keseluruhan yang penulis paparkan 

tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi 

Pasal 5  Teantang Tugas Dan Fungsi RT Berdasarkan Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat) dan 

kesimpulannya adalah: 

1.  Ketua RT sudah Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat 

Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan RT 

(Studi di Desa Panaragan Tentang Tugas dan fungsi Ketua RT 

itu sendiri didalam penerapannya dilapangan tetapi masih ada 

Ketua RTyang belum melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Ketua RT yang kurang 

berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan 

tugasnya, dan Ketua RT hanya menjalankan tugasnya yang 

telah menjadi kebiasan Ketua RT yang telah menjabat 

sebelumnya. 

2. Sebagimana menurut kepemimpinan islam bahwasannya 

seorang pemimpin harus mempunyai sifat amanah yaitu jujur 

dan dapat dipercaya dan dari hasil penelitian tentang Peraturan 

Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang 

Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, dalam 

pandangan Fiqh siyasah khususnya siyasah tanfidziyah, 

diketahui bahwa 71 tugas dan fungsi kepemimpinan Ketua RT 

di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, 

Kabupaten Tulang Bawang Barat belum sepenuhnya 

menjalankan amanah dalam kepemimpinannya. 

 

B. Rekomendasi 

Adapun Saran yang penulis berikan dalam penelitian 

mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap 

Implementasi Pasal 5 Tentang Tugas Dan Fungsi RT Berdasarkan 

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 



56 

 

Tentang Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang 

Barat) adalah sebagai berikut:  

1. Untuk pemerintah pusat hendaknya mensosialisasikan akan 

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, 

Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang 

Bawang Barat) agar tidak adanya lagi ketidaktahuan Pemerintah 

Desa sehingga kebijakan peraturan tersebut dapat terlaksana 

dengan maksimal. 

2. Dalam Fiqh siyasah tanfidziyah kepemimpinan Ketua RT 

merupakan bentuk tanggung jawab terhadap warganya, tidak 

hanya tahu tetapi juga faham terhadap Peraturan Bupati Tulang 

Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman 

Pembentukan RT (Studi di Desa Panaragan, Kecamatan Tulang 

Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat). Maka 

Ketua RT selaku pemimpin bagi warganya untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, dan saling terbuka 

kepada warganya agar tidak terjadi kebohongan-kebohongan 

selama menjadi pemimpin. 
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